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ABSTRAK 

Agustan, Fajar, 2025, Perbandingan Kewenangan Notaris Serta PPAT Di 

Indonesia Dan Malaysia Terkait Transaksi Properti. Tesis, Program 

Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Islam Malang. 

 Pembimbing : Dr. Fitria Dewi Navisa, S.H., M.Kn., M.H, dan Dr. 

Sunardi, SH. M.H. 

Kata Kunci: Perbandingan Kewenangan, Notaris Indonesia dan Malaysia, 

Transaksi Properti. 

Penelitian ini menyajikan perbandingan kewenangan notaris dalam 

transaksi properti antara Indonesia dan Malaysia. Studi ini bertujuan untuk 

membandingkan sistem hukum kenotariatan kedua negara dan mengidentifikasi 

perbedaan dalam tugas dan kewenangan notaris terkait transaksi properti, serta 

faktor-faktor yang memengaruhinya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis perbandingan hukum 

dengan mengumpulkan data dari literatur hukum dan dokumen-dokumen terkait. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kenotariatan Indonesia 

berbasis pada civil law, sementara Malaysia mengikuti hukum common law 

dengan pengaruh hukum Islam. Perbedaan ini mempengaruhi peran notaris dalam 

transaksi properti. 

Perbandingan tugas dan kewenangan Notaris/PPAT mengungkap 

perbedaan dalam proses transaksi properti antara kedua negara, seperti dalam 

pembuatan dan legalisasi dokumen properti. Faktor-faktor seperti regulasi hukum, 

budaya, dan kebiasaan praktik juga memiliki dampak signifikan terhadap peran 

notaris dalam transaksi properti di kedua negara. Penelitian ini memberikan 

wawasan yang mendalam tentang perbedaan sistem hukum kenotariatan Indonesia 

dan Malaysia serta implikasinya terhadap transaksi properti. Implikasi praktis dari 

penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan hukum dan praktik 

notaris dalam transaksi properti di kedua negara tersebut. Penelitian ini juga 

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan sistem hukum 

kenotariatan dan praktek notaris antara Indonesia dan Malaysia, serta memberikan 

wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi transaksi properti di kedua negara tersebut. 
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ABSTRACT 

 

Agustan, Fajar, 2025, The  Comparison  Between  Notary  And  Ppat  Authority 

In  Indonesia  And  Malaysia  Regarding Property Transactions. Thesis, 

Master Program in Notary Studies, Postgraduate Program, Islamic 

University of Malang.  

Supervisors: Dr. Fitria Dewi Navisa, S.H., M.Kn., M.H., and Dr. Sunardi, S.H., 

M.H.. 

Keywords: Comparative Authority, Indonesian and Malaysian Notaries, Property 

Transactions. 

 This study presents a comparison of notarial authority in property transactions 

between Indonesia and Malaysia. The study aims to compare the legal systems of both 

countries and identify differences in the duties and powers of notaries related to property 

transactions, as well as the influencing factors.  The research method employed is a 

comparative legal analysis, gathering data from legal literature and relevant documents. 

The findings indicate that the Indonesian notarial system is based on civil law, while 

Malaysia follows common law with Islamic law influence, which impacts the role of 

notaries in property transactions.  

 The comparison of Notarial/PPAT duties and powers reveals differences in 

property transaction processes between the two countries, such as document drafting and 

legalization. Factors such as legal regulations, culture, and customary practices also 

significantly impact the role of notaries in property transactions in both countries. This 

study provides deep insights into the differences in the Indonesian and Malaysian 

notarial systems and their implications for property transactions. The practical 

implications of this research can be used to improve legal policies and notarial practices 

in property transactions in both countries. Furthermore, it offers a better understanding 

of the differences in notarial legal systems and practices between Indonesia and 

Malaysia, providing valuable insights for policymakers to enhance the effectiveness and 

efficiency of property transactions in both countries. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan transaksi properti, peran dan tanggungjawab notaris 

sangatlah penting didalamnya. Seperti halnya pembuatan akta otentik dan lainnya. 

Namun, notaris diberbagai negara memiliki peran dan tanggungjawab yang 

berbeda, hal ini dapat dilihat dari fungsi dan kewenangan notaris di Indonesia dan 

notary public di Malaysia dalam transaksi properti. 

Sesuai dengan apa yang kita ketahui "notaris" berasal dari kata natae, yang 

berarti tulisan rahasia. Jadi, notaris bisa diartikan sebagai seorang pejabat yang 

berperan mirip dengan penulis stenografi. 1  Dalam pengertian umum, notaris 

adalah individu yang diangkat oleh pemerintah untuk menyusun akta otentik atau 

dokumen resmi. Notaris bertindak sebagai pejabat publik, yang statusnya 

diperoleh melalui pengangkatan dan pemberhentian oleh pemerintah serta 

memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal-hal 

tertentu. 2  Oleh karena itu, notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang 

memiliki wewenang untuk membuat akta otentik terkait berbagai perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau diminta 

oleh pihak yang berkepentingan agar dituangkan dalam bentuk akta otentik. 

Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal akta, 

menyimpan dokumen tersebut, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, 

 
1  Soetarjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 4. 
2  Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1993, hlm. 44 
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sepanjang pembuatan akta itu tidak diatur atau dikecualikan bagi pejabat atau 

individu lain sesuai ketentuan peraturan umum.3 

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat 

akta otentik serta melaksanakan tugas lain yang telah diatur dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris, dan kewenangan ini tidak diberikan kepada pejabat 

publik lainnya. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki pengecualian karena 

tugasnya secara khusus ditetapkan oleh hukum untuk memenuhi fungsi tertentu, 

yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan bukti tertulis otentik terkait 

keadaan, peristiwa, atau tindakan hukum tertentu.4 

Dalam kegiatan hukum perdata, akta merujuk pada dokumen tertulis yang 

dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris) yang berfungsi sebagai pernyataan mengenai 

suatu tindakan hukum dan digunakan sebagai alat bukti.5  Saat ini, Notaris diatur 

oleh undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris. Dalam sistem Civil Law, pengertian Notaris tercantum dalam 

Pasal 1 Ordonansi, Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia, yang 

mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Dalam terjemahan oleh R. Soegondo, disebutkan 

bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum.6 Notaris adalah satu-satunya pejabat 

yang berwenang membuat akta otentik terkait berbagai tindakan, perjanjian, dan 

keputusan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang diminta oleh pihak 

 
3  Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 13 
4 Nuzuarlita Permata Sari Harahap, Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya, 

Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011, hlm. 64 
5 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan 

Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 564. 
6 M Nadhif Alkatiri, Kanti Rahayu, and Sanusi, PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS 

INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT .Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021. hlm.6 
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yang berkepentingan untuk dituangkan dalam bentuk dokumen resmi. Notaris 

juga berperan dalam memastikan keabsahan tanggal, menyimpan akta-akta 

tersebut, serta mengeluarkan grosse, salinan (turunan), dan kutipan dokumen. 

Semua tugas ini dijalankan selama pembuatan akta tersebut tidak diatur atau 

dikhususkan untuk pejabat atau individu lain.7 

 Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang 

untuk membuat akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain sesuai 

ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pembuatan akta autentik ini diperlukan 

oleh peraturan perundang-undangan demi menciptakan kepastian, ketertiban, dan 

perlindungan hukum. Selain akta autentik yang diwajibkan oleh peraturan, 

terdapat pula akta yang dibuat atas permintaan pihak yang berkepentingan, guna 

menjamin hak dan kewajiban para pihak, sehingga tercipta kepastian, ketertiban, 

dan perlindungan hukum, baik bagi pihak terkait maupun bagi masyarakat secara 

luas. 

 Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris 

adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik terkait segala 

tindakan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam 

bentuk akta autentik. Notaris juga memiliki kewajiban menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta tersebut, serta memberikan grosse, 

salinan, dan kutipan dari akta tersebut. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-

 
7 G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1992, hlm. 31 
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akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh Undang Undang. 8  Demikian beberapa wewenang 

Notaris sebagai berikut: 

1.) Menyusun akta terkait pertanahan.   

2.) Membuat salinan resmi dari dokumen bawah tangan asli.   

3.) Membukukan dokumen bawah tangan dalam daftar khusus.   

4.) Mengesahkan kesesuaian antara salinan dokumen dan dokumen aslinya.   

5.) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pada 

surat di bawah tangan melalui daftar khusus.   

6.) Memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta.   

7.) Membuat akta risalah lelang di luar kewenangan yang diatur dalam 

undang-undang. 

 

Tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

merupakan suatu bentuk unifikasi hukum dalam pengaturan mengenai Notaris. 

Sebagai pejabat publik, Notaris diwajibkan untuk bertindak secara profesional 

dalam menjalankan jabatannya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini mencakup kewajiban Notaris 

untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.9 

Hukum perdata disebut sebagai hukum yang bersifat privat karena 

mengatur hubungan dan kepentingan antara individu atau pihak-pihak yang satu 
 

8 BF Sihombing, Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia, Jakarta : Prenada Media Grup. 2019. 

Hlm. 14 
9 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan 

PPAT), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.3 
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dengan yang lainnya. Hukum ini berfokus pada hak dan kewajiban yang timbul 

dalam interaksi antara orang perorangan atau badan hukum, tanpa campur 

tangan langsung dari negara, kecuali dalam hal penegakan hukum.10 Salah satu 

lembaga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

memiliki kewenangan yang erat kaitannya dengan pembuatan akta otentik serta 

kewenangan lainnya adalah Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang 

memiliki peran penting dalam membuat akta otentik yang berkaitan dengan 

perjanjian, perbuatan hukum, dan tindakan lainnya yang memerlukan 

Pembuktian secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sangat 

penting, terutama dalam konteks hukum perdata.  

Berdasarkan kebutuhan akan alat pembuktian yang sempurna (volledig 

bewijs) sesuai dengan Burgelijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau 

Hukum Acara Perdata Indonesia, notaris memiliki peran yang sangat penting. 

Selain untuk memastikan kebenaran materiil, notaris juga memiliki tugas yang 

signifikan dan kedudukan yang terhormat dalam sistem hukum, karena akta 

yang dibuatnya memberikan kekuatan pembuktian yang sah di mata hukum.11 

Dalam hal kepenguasaan hak atas tanah, salah satu hal yang sangat penting 

adalah pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris. 

Akta yang dibuat oleh PPAT atau Notaris ini memiliki fungsi sebagai bukti sah 

yang mengatur peralihan hak atas tanah, baik itu melalui jual beli, hibah, atau 

 
10 Yosvita Prasetyaningtyas. Hukum Untuk  Orang  Awam. Efata Publising. Yogjakarta. 2014. Hlm.21 
11 Andri Cahayadi, Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan 

Keterangan Waris, Jakarta: Universitas Indonesia, Jakarta,2011, hlm.82 
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perjanjian lainnya yang berhubungan dengan tanah. Keberadaan akta tersebut 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam transaksi tanah. 

Sifat otentik suatu akta tidak hanya ditentukan oleh undang-undang, 

melainkan juga karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. 

Otentisitas akta yang disusun oleh Notaris merujuk pada Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang 

menetapkan Notaris sebagai pejabat umum. Oleh karena itu, akta yang dibuat 

oleh Notaris dalam kapasitasnya tersebut memiliki status sebagai akta otentik. 

Dengan demikian, akta yang disusun oleh Notaris memperoleh sifat otentik, 

bukan semata-mata karena ketentuan undang-undang, melainkan karena akta 

tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, sesuai dengan Pasal 1868 

KUHPerdata. Akta otentik berfungsi sebagai alat pembuktian yang diharapkan 

dapat memberikan penjelasan yang jelas dalam proses pembuktian di 

persidangan. Sebagai produk yang dihasilkan oleh Notaris, akta otentik 

termasuk dalam kategori alat bukti surat. Pembuatan akta otentik ini dilakukan 

atas permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 

KUH Perdata. Berdasarkan kewenangan tersebut, Notaris diharapkan untuk 

memberikan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya. 

Indonesia dan Malaysia resmi menjalin hubungan diplomatik pada 31 

Agustus 1957, dengan Indonesia menjadi salah satu dari 14 negara pertama 

yang mengakui kemerdekaan Malaysia. Meskipun demikian, hubungan antara 
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kedua bangsa sebenarnya sudah terjalin jauh sebelum kedua negara merdeka. 

Pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 hingga Kerajaan 

Samudera Pasai pada abad ke-17, serta selama masa penjajahan, hubungan 

antara penduduk kedua negara dan kekerabatan antar keduanya sudah sangat 

erat.12  Faktor inilah yang turut mempengaruhi banyaknya kemiripan antara 

kedua negara. Bahasa, adat, budaya, dan berbagai aspek sosial lainnya telah 

saling memengaruhi dan berbaur dalam kehidupan masyarakat kedua negara. 

Kedekatan geografis serta pengaruh adat dan budaya yang saling 

berbaur tidak lantas menciptakan kesamaan di semua aspek kehidupan antara 

kedua wilayah nusantara ini. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah dalam 

sistem hukum. Malaysia, sebagai salah satu negara bekas jajahan Inggris, 

menganut sistem hukum Common Law, yang juga dikenal dengan sebutan 

sistem hukum Anglo-Saxon. 13  Melainkan Indonesia sebagai negara yang 

menganut sistem hukum Civil Law. 

Kenotariatan mengenal dua sistem hukum, yaitu sistem Kontinental 

(Latin) dengan Civil Law dan sistem Anglo-Saxon dengan Common Law. 

Peraturan yang mengatur praktik notaris pun telah berkembang sesuai dengan 

perkembangan waktu, tempat, serta politik hukum dan kesadaran hukum di 

masing-masing negara. Perbedaan dan persamaan dalam hal sifat, fungsi, 

kekuatan bukti, serta penerapan akta notaris dalam praktik kenotariatan pada 

 
12   https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu.  “HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA 

DAN MALAYSIA,”, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2018 
13 Rizka Nurliyantika , Ros Amira bt Mohd Ruslan ,Iza Rumesten RS , Muhammad  Syahri Ramadhan , Neisa 

Angrum Adisti, STUDI KOMPARASI TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI INDONESIA DAN 

MALAYSIA ,Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Hlm. 197 

https://kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu.
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kedua sistem hukum tersebut, khususnya antara Indonesia dan Malaysia, sangat 

penting untuk dipahami, terutama dalam konteks transaksi properti. Mengingat 

hubungan internasional antara kedua negara semakin intens dan terus 

berkembang ke berbagai sektor, beberapa peraturan yang relevan dalam hukum 

perdata internasional, khususnya yang berkaitan dengan masalah internasional 

sangatlah perlu diperhatikan.14 

Adapun perbedaan profesi notaris antara kedua sistem hukum ini 

mencakup beberapa hal, salah satunya adalah penggunaan istilah. Dalam sistem 

hukum Latin atau Civil Law, profesi ini disebut notaris, sedangkan dalam 

sistem Common Law, digunakan istilah notary public. Selain itu, dalam sistem 

notariat Latin, seorang notaris haruslah seorang ahli hukum (jurist) dan harus 

menjalani serangkaian prosedur tambahan, seperti pendidikan khusus, ujian, 

dan magang sebelum dapat memegang jabatan tersebut. Di sisi lain, untuk 

menjadi notary public dalam sistem Common Law, tidak selalu diperlukan 

pendidikan khusus atau magang. Terdapat juga perbedaan dalam proses 

pengangkatan serta kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam kedua sistem 

hukum ini.  

Indonesia, yang menganut sistem hukum Civil Law, mengatur tugas dan 

wewenang notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

 
14 Herlien Budiono, “Notaris Menurut Common Law Dan Civil Law Serta Peraturan Terkait Dalam Rangka 

Pemenuhan Kemudahan Berusaha Di Indonesia,” in Pemenuhan Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing 

Business): Peluang Dan Tantangan Dan Peran Notaris Serta Profesi Hukum Lainnya Dalam 

Pelaksanaannya (Opportunity, Challenge And Role Of Notary And Other Legal Professions In The 

Implementation) ,Bali, 2017 
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Peraturan ini akan dibandingkan dengan peraturan terkait notary public di 

Malaysia, yang mengatur tugas dan kewenangan notaris dalam sistem hukum 

Common Law. Di Malaysia, peraturan mengenai notary public diatur dalam 

Notaries Public Act 1959 (Revised 1973), yang memiliki perbedaan dalam hal 

pengaturan tugas dan kewenangan notaris dibandingkan dengan Indonesia. 

Perbedaan ini akan mencakup aspek-aspek prosedural, kewenangan, serta 

peraturan yang mengatur masing-masing profesi notaris di kedua negara.15 

Maka dilihat dari adanya perbedaan sistem hukum negara antara 

Indonesia dan Malaysia, pastinya peran dan tanggung jawab notaris dari kedua 

negara tersebut juga memiliki perbedaan, termasuk dalam transaksi properti. 

Fungsi dan kewenangan notaris dalam transaksi properti seperti halnya dalam 

pembuatan akta otentik, kewajiban untuk memverifikasi keabsahan dokumen-

dokumen yang terkait dengan transaksi properti, tanggung jawab untuk 

menyimpan akta-akta yang terkait dalam transaksi properti secara aman dan 

terjamin, memberikan nasihat hukum kepada para pihak yang terlibat, serta 

kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi properti yang dilakukan kepada 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi atau lembaga yang terkait. 

Maka dari itu, perbedaan fungsi dan kewenangan notaris dalam transaksi 

properti dari kedua negara perlu dianalisis lebih dalam lagi serta menyelidiki 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 
15 Rizka Nurliyantika , Ros Amira bt Mohd Ruslan ,Iza Rumesten RS , Muhammad  Syahri Ramadhan , Neisa 

Angrum Adisti, STUDI KOMPARASI TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI INDONESIA DAN 

MALAYSIA ,Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Hlm. 198   
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Dalam penelitian ini akan dianalisis tentang perbedaan dan persamaan 

sistem hukum kenotariatan Indonesia dan Malaysia, dan bagaimana perbedaan 

dan persamaan tugas serta wewenang notaris/PPAT di Indonesia dan Malaysia 

serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan sistem hukum kenotariatan 

Indonesia dan Malaysia? 

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan tugas serta kewenangan 

notaris/PPAT di Indonesia dan Malaysia terkait transaksi properti serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya? 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar 

dalam pembahasannya diatur sebagai berikut : 

1. Hanya membahas perbedaan dan persamaan sistem hukum kenotariatan 

Indonesia dan Malaysia. 

2. Hanya membahas perbedaan dan persamaan tugas serta kewenangan 

notaris/PPAT di Indonesia dan Malaysia terkait transaksi properti serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan sistem hukum kenotariatan 

Indonesia dan Malaysia. 
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2. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan tugas serta kewenangan 

notaris/PPAT di Indonesia dan Malaysia terkait transaksi properti serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun 

bagi mahasiswa yang ingin lebih mengetahui tentang perbandingan  

kewenangan notaris di Indonesia dan Malaysia terkait transaksi properti. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a) Bagi Penulis  

Penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya 

meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan 

dapat memberikan gambaran berkenaan tentang perbandingan  

kewenangan notaris serta PPAT di Indonesia  dan notary public di 

Malaysia dalam transaksi properti. 

b) Bagi Magister Kenotariatan Unisma 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi Kenotariatan Unisma 

dan dapat digunakan sebagai bahan materi dalam proses belajar 

mengajar khususnya berkenaan tentang perbandingan kewenangan 

notaris serta PPAT di Indonesia dan notary public di Malaysia dalam 

transaksi properti. 
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c) Bagi Peneliti Lanjutan  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi penelitian 

lanjutan dan sebagai bahan keilmuan dalam pengembangan 

pembelajaran guna melanjutkan penelitian untuk meningkatkan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan.  

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggung 

jawabkan, penulis telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya 

baik melalui kepustakaan maupun pencarian melalui internet yang membahas 

tentang perbandingan kewenangan notaris serta PPAT di Indonesia dan notary 

public Malaysia dalam transaksi properti. 

  Adapun penelitian yang mirip dengan penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 
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Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian 1 

 
 Penelitian 1 Penelitian 2 Perbandingan Catatan 

Nama 

Peneliti dan 

Lembaga 

Rizka Nurliyantika 

 

Universitas Sriwijaya 

 

Fajar Agustan 

 

Universitas Islam 

Malang 

 

 

--------------- 

 

-------------- 

Judul Tugas dan Wewenang 

notaris di Indonesia 

dan Malaysia  

 

Perbandingan 

Kewenangan Notaris  

di Indonesia  dan  

Malaysia 

Terkait Transaksi 

Properti 

 

Penelitian 1: 

Menekankan pada 

perbandingan tugas 

dan wewenang notaris 

dari kedua negara 

tersebut secara umum. 

 

Penelitian 2: 

Membandingkan 

Kewenangan Notaris 

di kedua negara 

tersebut terkait 

transaksi properti. 

Judul Tidak Sama 

Rumusan 

Masalah 

1. Bagaimana 

pengaturan jabatan 

notaris di 

Indonesia dan 

Malaysia? 

2. Bagaimana 

perbedaan tugas 

dan wewenang 

notaris di 

Indonesia dan 

Malaysia? 

 

1) Bagaimana 

perbedaan dan 

persamaan sistem 

hukum kenotariatan 

Indonesia dan 

Malaysia ? 

2) Bagaimana 

perbedaan dan 

persamaan tugas serta 

kewenangan notaris di 

Indonesia dan 

Malaysia terkait 

transaksi properti 

serta faktor-faktor 

yang 

mempengaruhinya? 

Penelitian 1: 

Mempertanyaan 

pengaturan jabatan 

notaris dari kedua 

negara serta 

perbedaan tugas dan 

wewenang secara 

umum. 

 

Penelitian 2: 

Mempertanyakan 

perbedaan dan 

persamaan tentang 

sistem hukum 

kenotariatan dari 

kedua negara tersebut 

serta tugas dan 

wewenang notaris 

terkait transaksi 

properti dan faktor-

faktor yang 

mempengaruhinya. 

Rumusan Masalah 

Tidak Sama 

Kesimpulan Terdapat perbedaan 

yang mencolok pada 

tugas dan 

kewenangan notaris 

di Indonesia dan 

Malaysia hal ini 

berkaitan dengan 

sistem hukum yg 

ditetapkan di dalam 

konstitusi dan 

disesuikan dengan 

kondisi masing-

masing negara yang 

salah satunya adalah 

faktor kolonialisasi. 

Tugas dan 

1. Sistem kenotariatan 

di Indonesia dan 

Malaysia 

mencerminkan 

perbedaan 

fundamental yang 

dipengaruhi sistem 

hukum masing-

masing. Indonesia, 

dengan sistem Civil 

Law, memiliki 

regulasi yang 

mendetail, 

kewenangan luas bagi 

notaris dalam 

pembuatan akta 
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kewenangan notaris 

di Indonesia dan 

Malaysia berbeda 

mengikuti system 

hukum dan pengaruh 

hukum kebiasan. 

Notaris di Indonesia 

adalah pejabat umum 

yang berhak untuk 

membuat semua akta 

otentik, selama tidak 

dikecualikan oleh 

undang 

undang. Notariat 

mempunyai monopoli 

dalam pembuatan 

akta notaris yang 

otentik di bidang 

hukum privat 

walaupun notaris 

bukan satu-satunya 

pejabat pembuat akta 

otentik. Sedangkan 

pekerjaan utama dari 

notary public di 

Malaysia adalah 

untuk melaksanakan 

sumpah atau  

penegasan apapun 

sehubungan dengan 

pernyataan tertulis 

atau pernyataan 

hukum yang  

dilaksanakan untuk 

digunakan di 

pengadilan atau 

tempat mana pun di 

Malaysia, atau untuk 

mengambil atau 

membuktikan 

pernyataan tertulis. 

Pada umumnya 

praktek notari publik 

adalah memberi 

nasihat, menyusun 

dokumen terutama 

dokumen untuk 

keperluan hubungan 

perjanjian dengan luar 

negeri. 

 

autentik domestik, 

serta pengawasan 

berjenjang melalui 

Majelis Pengawas 

Notaris (MPN). 

Namun, tantangan 

yang dihadapi 

mencakup proses 

pengangkatan yang 

panjang dan 

keterbatasan dalam 

menangani dokumen 

internasional. 

Sebaliknya, Malaysia 

yang menganut 

Common Law 

menonjol dalam 

fleksibilitas masa 

jabatan dan efisiensi 

pengawasan melalui 

Attorney General’s 

Chambers (AGC). 

Notary public di 

Malaysia lebih 

berfokus pada 

pengesahan dan 

legalisasi dokumen 

untuk keperluan 

internasional, tetapi 

memiliki keterbatasan 

dalam pembuatan 

akta autentik untuk 

transaksi domestik. 

Meskipun memiliki 

pendekatan berbeda, 

kedua negara 

mengakui notaris 

sebagai pejabat publik 

yang penting dalam 

menjamin keabsahan 

dokumen, legalitas 

transaksi, dan 

perlindungan hak para 

pihak. Indonesia 

unggul dalam 

memberikan 

kepastian hukum 

dengan struktur yang 

kokoh, sementara 

Malaysia lebih adaptif 

terhadap kebutuhan 

lintas negara. 
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Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian 2 

 
 Penelitian 1 Penelitian 2 Perbandingan Catatan 

Nama 

Peneliti dan 

Lembaga 

 

Nasaruddin Umar 

 

IAIN Ambon 

 

Fajar Agustan 

 

Universitas Islam 

Malang 

 

 

--------------- 

 

-------------- 

Judul Studi Hukum 

perbandingan  

Sistem 

Ketatanegaraan 

Malaysia  dan 

Indonesia 

 

Perbandingan 

Kewenangan Notaris  

di Indonesia  dan  

Malaysia Terkait 

Transaksi Properti 

 

Penelitian 1: 

Membahas pada 

perbandingan sistem 

ketatanegaraan dari 

kedua negara tersebut 

 

Penelitian 2: 

Membandingkan 

Kewenangan Notaris 

di kedua negara 

tersebut terkait 

transaksi properti. 

Judul Tidak Sama 

Rumusan 

Masalah 

1. Bagaimana format 

kelambagaan negara  

Malaysia dan Negara 

Indonesia? 

2. Bagaimana pula 

sistem pembagian 

kekuasaan Negara 

Malaysia dan Negara 

Indonesia ? 

 

1) Bagaimana 

perbedaan dan 

persamaan sistem 

hukum kenotariatan 

Indonesia dan 

Malaysia? 

2) Bagaimana 

perbedaan dan 

persamaan tugas serta 

kewenangan notaris di 

Indonesia dan 

Malaysia terkait 

transaksi properti serta 

faktor-faktor yang 

mempengaruhinya? 

Penelitian 1: 

Mempertanyaan 

format kelembagaan 

negara dan sistem 

pembagian kekuasaan 

dari kedua negara. 

 

Penelitian 2: 

Mempertanyakan 

perbedaan dan 

persamaan tentang 

sistem hukum 

kenotariatan dari 

kedua negara tersebut 

serta tugas dan 

wewenang notaris 

terkait transaksi 

properti dan faktor-

faktor yang 

mempengaruhinya. 

Rumusan Masalah 

Tidak Sama 

Kesimpulan 1. Format 

kelembagaan nagara 

Malaysia dan 

Indonesia memiliki 

perbedaan baik dari 

segi bentuk negara 

dan sistem 

pemerintahannya. 

Malaysia merupakan 

negara yang menganut 

tipe negara federal 

yang meliputi negara 

federal dan negara 

bagian dengan 

menganut sistem 

pemerintahan monarki 

demokrasi. Sedangkan 

Negara Indonesia, 

berbentuk negara 

Sistem kenotariatan di 

Indonesia dan 

Malaysia 

mencerminkan 

perbedaan 

fundamental yang 

dipengaruhi sistem 

hukum masing-

masing. Indonesia, 

dengan sistem Civil 

Law, memiliki 

regulasi yang 

mendetail, 

kewenangan luas bagi 

notaris dalam 

pembuatan akta 

autentik domestik, 

serta pengawasan 

berjenjang melalui 
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kesatuan yang 

meliputi pemerintah 

pusat dan daerah 

otonom dengan sistem 

pemerintahan republik 

dengan prinsip 

demokrasi 

konstitusional. 

2. Sistem pembagian 

kekuasaan negara 

Malaysia dan 

Indonesia jika dilihat 

dari teori Trias 

politica memiliki 

perbedaan. Dimana 

Yang diPertuang 

Agong sebagai Ketua 

Negara Malaysia 

mempunyai kuasa 

ketiga-tiga bidang 

iaitu Eksekutif, 

Perundangan dan 

Kehakiman dan 

bertanggung jawab 

memelihara agama 

Islam di Malaysia dan 

memelihara keamanan 

dalam negeri. Yang 

diPertuang Agung 

memegang tiga (3) 

kekuasaan sekaligus 

yakni kekuasaan 

eksekutif, kekuasaan 

legislatif dan 

kekuasaan Yudikatif. 

Sedangkan di 

Indonesia ketiga 

kekuasaan tersebut 

masing-masing berdiri 

sendiri, dimana 

kekuasaan eksekutif 

dipegang oleh 

Presiden, kekuasaan 

legislatif oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat 

dan kekuasaan 

kehakiman berada di 

tangan Mahkamah 

Agung dan 

Mahkamah 

Konstitusi. 

Majelis Pengawas 

Notaris (MPN). 

Namun, tantangan 

yang dihadapi 

mencakup proses 

pengangkatan yang 

panjang dan 

keterbatasan dalam 

menangani dokumen 

internasional. 

Sebaliknya, Malaysia 

yang menganut 

Common Law 

menonjol dalam 

fleksibilitas masa 

jabatan dan efisiensi 

pengawasan melalui 

Attorney General’s 

Chambers (AGC). 

Notary public di 

Malaysia lebih 

berfokus pada 

pengesahan dan 

legalisasi dokumen 

untuk keperluan 

internasional, tetapi 

memiliki keterbatasan 

dalam pembuatan akta 

autentik untuk 

transaksi domestik. 

Meskipun memiliki 

pendekatan berbeda, 

kedua negara 

mengakui notaris 

sebagai pejabat publik 

yang penting dalam 

menjamin keabsahan 

dokumen, legalitas 

transaksi, dan 

perlindungan hak para 

pihak. Indonesia 

unggul dalam 

memberikan kepastian 

hukum dengan 

struktur yang kokoh, 

sementara Malaysia 

lebih adaptif terhadap 

kebutuhan lintas 

negara. 
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G. Kerangka  Teori dan Konseptual 

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori serta 

konsep yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan 

masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut: 

1. Kerangka Teori 

a.  Teori Perbandingan Hukum 

Secara umum, sistem hukum di Malaysia banyak dipengaruhi oleh 

tradisi hukum Common Law yang berasal dari Inggris. sedangkan Sistem 

Hukum Indonesia lebih banyak mengadobsi tradisi civil law system dari 

Belanda di samping itu sistem hukum Islam dan sistem hukum adat juga 

mempengaruhi hukum nasional masing-masing negara.  

Menurut George Winterton dalam bukunya yang berjudul 

“Comparative Law Teaching” (1975), bahwa perbandingan hukum adalah 

suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan 

perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang 

dibandingkan.16 

Studi perbandingan peran dan  tanggung jawab notaris di Indonesia 

dan Malaysia merupakan suatu kajian hukum tata negara dengan 

menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan 

pendekatan comparative law untuk menelaah sisi perbandingan sistem 

hukum kedua negara, khususnya dalam peran dan tanggung jawab notaris di 

 
16 Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 

Indonesia, Jakarta, 1989,  hlm 19 
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Indonesia dan notary public di Malaysia terkhusunya dinegara bagian 

Sarawak dalam transaksi properti. Sehingga dapat diperoleh suatu gambaran 

perbedaan dan persamaan peran dan tanggung jawab notaris di Indonesia 

dan Malaysia dinegara bagian Sarawak dalam transaksi properti. 

b. Teori Pertanggungjawaban 

Tanggung jawab menurut hukum adalah suatu akibat atas 

konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan 

dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.17 Prinsip dasar 

pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa 

seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena 

merugikan orang lain. 

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan 

pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.  

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 

teorekenbaarheid atau criminal responsbility yang menjurus kepada 

pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa 

atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana 

yang terjadi atau tidak. 18 Pertanggungjawaban dalam hukum pidana 

(criminal responsibility) artinya : “Orang yang melakukan suatu tindak 

pidana belum tentu harus dipidana, tapi harus mempertanggungjawabkan 

atas perbuatannya yang telah dilakukan”.Seseorang yang melakukan atau 

 
17 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 45 
18 Amir Ilyas, Azas-azas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 20 
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tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh udang-undang dan tidak 

dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana 

harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini 

berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu 

tindak pidana. 

Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

menyatakan bahwa: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka 

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan 

sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. 

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya 

perbuatan dengan suatu pidana, sebab asas pertanggungjawaban dalam 

hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan 19 . 

Pertangungjawaban dalam hukum pidana dimintai kepada setiap orang 

yang melakukan kesalahan. Moeljatno 20  mengemukakan bahwa untuk 

adanya kesalahan, seseorang harus melakukan perbuatan pidana (sifat 

melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, 

mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 

kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. 

 
19  Moeljatno, Azas - Azas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Banjarmasin, 2008, hlm, 165 
20 Ibid, hlm, 177. 
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Telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan 

bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.21  Dan tertera juga dalam Pasal 

1365 KUHPerdata, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar 

hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh 

seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. 

Tanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh 

seseorang lain. 

Dengan memberikan syarat bahwa tiada sanksi yang ditujukan 

kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka peliknya tidak 

terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini 

pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggung jawab 

terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang 

semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang 

disebabkan oleh orang lain.22 

 Menurut Kranenburg dan Vegtig mengenai persoalan 

pertanggungjawaban pejabat ada dua teori yang melandasinya yaitu:  

1). Teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa 

kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang  

 
21 Siska Indriyani, Tesis tentang Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Perubahan Terhadap minuta 

Akta, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Andalas, 2014, hlm. 21-

22. 
22 Siska Indriyani, Ibid. 
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karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori 

ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.  

2). Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa 

kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari 

pejabat yang bersangkutan.  

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi 

dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) 

dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without 

fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab 

mutlak (strick liabiliy).23 

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum 

adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa 

seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau 

bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab 

atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang 

berlaku.24 

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab 

hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum 

atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab 

 
23 Ibid. hlm. 49 
24 Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 hlm 95 
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hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi 

dalam hal perbuatan yang bertentangan.25 

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang 

mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam berbagai 

aspek kehidupan, seperti kontrak, warisan, dan tanggung jawab perdata. 

Dalam penelitian perbandingan hukum perdata, teori pertanggungjawaban 

(responsibility) menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami 

bagaimana sistem hukum di berbagai negara menetapkan kewajiban dan 

tanggung jawab bagi para pihak dalam suatu hubungan hukum. Pendekatan 

ini menekankan pada analisis tanggung jawab hukum dalam berbagai 

konteks, termasuk kontrak, perbuatan melawan hukum, dan strict liability. 

Dalam penelitian ini, pentingnya Responsibility-Based Approach 

sebagai pendekatan yang berfokus pada prinsip-prinsip 

pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum perdata. Pendekatan ini 

bertujuan untuk menggali perbedaan filosofi, struktur normatif, dan 

penerapan hukum perdata di berbagai negara. Dalam konteks perbandingan 

hukum, teori ini membantu mengidentifikasi karakteristik utama dari setiap 

sistem hukum, baik yang berbasis civil law seperti Indonesia, Prancis, dan 

Jerman, maupun common law seperti Amerika Serikat, Inggris dan 

Malaysia.26 

 
25 Siska Indriyani, Op.Cit, hlm 81 
26 Rizki Nurdiansyah, Muhammad Adam Damiri, Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata 

Indonesia, Inggris Dan Amerika), Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.1 No. 4, November 

2023, Hlm. 36-40. 
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Pendekatan ini penting karena tanggung jawab hukum merupakan 

elemen inti dalam hubungan perdata. Misalnya, dalam kontrak, tanggung 

jawab mengacu pada kewajiban untuk memenuhi perjanjian, sementara 

dalam perbuatan melawan hukum, tanggung jawab berkaitan dengan 

kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan melanggar 

hukum. 

c. Teori Kewenangan 

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan 

diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian 

setiap wewenang ada batasan sebagaimana tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengaturnya. 

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam 

kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Karena hal tersebut 

membuat F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : “Het Begrip 

bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief 

recht” 27 . Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa 

wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum 

administrasi. 

Wewenang Notaris terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan. 

Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. 

 
27 Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, 

Yogyakarta, 2008, hlm. 65. 



 
 

 
 

24 
 

Dalam Hukum Administrasi, wewenang diperoleh secara Atribusi, 

Delegasi atau Mandat. Berdasarkan UUJN, Notaris sebagai Pejabat Umum 

memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut 

diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri dan wewenang tersebut bukan 

berasal dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia.28  

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai beberapa wewenang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN. Wewenang-wewenang tersebut 

antara lain: 

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan 

kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak 

dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lain atau orang 

lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang29.  

2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 

3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan 

dalam buku khusus. 

 
28 Habib Adjie, Hukum Notaris Indoensia, Tafsiran Tematik Terhadap UU No.3 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, Bandung: PT Refika Aditama 2008. Hal. 77, 78 
29 Pasal 15 ayat (1) UUJN 



 
 

 
 

25 
 

4. Membuat fotokopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 

dalam surat yang bersangkutan. 

5. Melakukan pengesahan kesamaan fotokopi dengan surat aslinya. 

6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

akta. 

7. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan 

8. Membuat akta risalah lelang.30 

Selain wewenang-wewenang tersebut di atas, Notaris mempunyai 

wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.31 

Ketentuan ini merupakan aturan mengenai wewenang yang akan 

ditentukan dikemudian hari berdasarkan aturan hukum lain yang akan 

timbul kemudian (ius constituendum). 

2. Kerangka Konseptual 

Konsep (concept) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang 

digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. 32  Kerangka konseptual 

merupakan gambaran mengenai konsep-konsep khusus yang merupakan 

kumpulan terkait arti atau definisi yang berkaitan dengan istilah-istilah 

yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian karya ilmiah.33 Selain itu, 

pentingnya arti atau definisi operasional yakni agar terhindar dari 

perbedaan terhadap pengertian maupun penafsiran mendua (dubius) dari 

 
30 Pasal 15 ayat (2) UUJN  
31 Pasal 15 ayat (3) UUJN 
32 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Keenam,  Raja Grafindo 

Persada,Jakarta, 2012,  hlm. 48 
33 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cetakan kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 96. 
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suatu istilah yang dipakai. 34  Sehingga, untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini agar mengindari terjadinya perbedaan penafsiran, 

maka harus didefinisikan beberapa konsep penelitian untuk diperoleh hasil 

penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, diantaranya : 

a. Notaris di Indonesia dan notary public di Malaysia 

 Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk 

membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris, dan kewenangan ini tidak diberikan kepada 

pejabat umum lainnya. Sebagai pejabat publik, notaris memiliki peran 

khusus yang ditetapkan oleh hukum untuk tujuan dan fungsi tertentu, 

yakni membantu masyarakat yang membutuhkan bukti tertulis yang sah 

dan otentik terkait dengan keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.35 

 Malaysia merupakan salah satu negara jajarah Inggris yang 

menganut sistem hukum Common Law atau juga dikenal Anglo-Saxon.36  

Sedangkan Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum civil 

law, memiliki perbedaan profesi notaris dibandingkan dengan negara 

yang menganut sistem hukum common law. Salah satu perbedaan 

tersebut terletak pada istilah yang digunakan, di mana dalam sistem 

notariat Latin atau Civil Law, istilah yang dipakai adalah notaris, 

 
34 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam 

Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 10. 
35 Nuzuarlita Permata Sari Harahap, Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya, 

Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011, hlm. 64 
36 Rizka Nurliyantika , Ros Amira bt Mohd Ruslan ,Iza Rumesten RS , Muhammad  Syahri Ramadhan , Neisa 

Angrum Adisti, STUDI KOMPARASI TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS DI INDONESIA DAN 

MALAYSIA ,Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Hlm. 197 
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sementara dalam sistem Common Law digunakan istilah notary public. 

Dalam sistem notariat Latin, notaris berfungsi sebagai pejabat umum 

yang biasanya merupakan seorang ahli hukum (jurist) dan harus melalui 

prosedur tambahan, seperti pendidikan khusus, ujian, dan magang 

sebelum menjabat. Sebaliknya, untuk menjadi notary public dalam 

sistem Common Law, tidak selalu diperlukan pendidikan khusus atau 

magang.   

b.  Transaksi Properti 

 Yang dimaksud dengan transaksi properti tersebut adalah 

pemindahan atas hak kepemilikan tanah dan bangunan serta sarana dan 

prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah 

dan/atau bangunan yang dimaksudkan. 

c. Akta Otentik  

 Dalam hukum Romawi akta disebut sebagai gesta atau instrumenta 

forensia, juga disebut sebagai publica monumenta atau akta publica. 

Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (publicae 

personae).  

 Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, 

dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, 

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara 

gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai 

sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, 

keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan 
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yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada 

titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan 

wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang 

membuat akta otentik.  

 Akta dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di 

bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas 

dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat 

kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang 

berwenang untuk itu. Akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu 

dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. 

Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam pasal 1868 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa: “akta otentik 

adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.”37 

 Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi 

akta dan akta otentik yaitu :38 

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan 

yang tertera dibawah tulisan.  

2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa termasuk 

sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, 

 
37 http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta-otentik.html pada tanggal 24 November 

2023 
38 Kie, Tan Thong .Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,.2000. hlm. 

14 
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surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain 

yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.  

3. Pasal 1867 KUHPerdata selanjutnya menentukan bahwa akta 

otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti 

tertulis.  

 Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 

wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yag telah 

ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di 

dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut 

memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang 

dilakukan atau dilihat dihadapannya.39 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I  Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, 

Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, 

Sistematika Penulisan.  

Bab II : Tinjauan Pustaka 

1) Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum; Pengertian 

Perbandingan Hukum, Perbandingan Hukum Sebagai Metode dan 

Ilmu, Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum.  

 
39 Husni Thamrin,,Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris,Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm 11 
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2) Tinjauan Umum Keluarga Hukum: Pengertian Keluarga Hukum, 

Sistem Hukum Civil Law/ Kontinental, Hukum Common 

Law/Anglo Saxon. 

3) Tinjauan Umum tentang Notaris di Indonesia dan Notary Public di 

Malaysia : Pengertian Notaris di Indonesia dan Notary Public di 

Malaysia. Tinjauan Umum tentang Transaksi Properti.  

4) Tinjauan Umum tentang Akta: Pengertian Akta, Jenis-jenis Akta, 

Kekuatan Pembuktian Akta. 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan jenis penelitian, metode pendekatan 

penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan 

bahan hukum dan analisis bahan hukum. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan  Pembahasan dari  rumusan  masalah  yaitu: 

A. Perbedaan dan persamaan sistem hukum kenotariatan Indonesia 

dan Malaysia (dinegara bagian Sarawak). 

B. Perbedaan dan persamaan tugas serta wewenang notaris di 

Indonesia dan Malaysia (dinegara bagian Sarawak) terkait 

transaksi properti serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Bab V    Kesimpulan dan Saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan diatas maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Perbandingan sistem hukum kenotariatan antara Indonesia dan Malaysia. 

Variable Indonesia Malaysia Perbedaan Persamaan Kelebihan Kekurangan 

Struktur 

Pemerintahan 
Negara 

kesatuan, 

sistem 

republik 

dengan 

otonomi 

daerah.  

 

Negara 

federal, 

monarki 

konstitusion

al dengan 

demokrasi 

parlementer.  

 

Indonesia 

berbentuk 

kesatuan, 

Sedangkan 

Malaysia 

berbentuk 

federal 

dengan 

otonomi 

lebih luas 

untuk negara 

bagian. 

Keduanya 

membagi 

kekuasaan 

eksekutif, 

legislatif, 

dan 

yudikatif. 

Indonesia: 

Mempunyai 

kendali 

pusat kuat. 

Malaysia: 

Otonomi 

negara 

bagian 

mendukung 

kebutuhan 

lokal. 

Indonesia: 

Potensi 

adanya 

konflik 

pusat-

daerah. 

Malaysia: 

Potensi 

adanya 

konflik 

antara 

federal dan 

negara 

bagian. 

Diatur 

dalam Pasal 

1 ayat (1) 

dan Pasal 

18 UUD 

1945. 

Diatur 

dalam 

Konstitusi 

Malaysia 

Pasal 39-42. 

Dasar Hukum 

Kenotariatan 
UU No. 30 

Tahun 2004, 

diubah 

dengan UU 

No. 2 Tahun 

2014 tentang 

Jabatan 

Notaris. 

Law Of 

Malaysia, 

Notaries 

Public Act 

1959 

(Revised-

1973) Act 

115 

(Incorporati

ng all 

amendments 

up to 1 

January 

2006) 

Indonesia 

berfokus 

pada hukum 

perdata 

sedangkan 

Malaysia 

berbasis 

Common 

Law. 

Keduanya 

memiliki 

undang-

undang 

khusus 

untuk 

notaris. 

Indonesia: 

Detail aturan 

domestik. 

Malaysia: 

Fleksibel 

untuk 

dokumen 

internasional

. 

Indonesia: 

Kurang 

fleksibel 

untuk lintas 

negara. 

Malaysia: 

Kurang 

spesifik 

aturan 

domestik. 
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Pengangkatan 

Notaris 
Syarat: 

WNI, usia 

27 tahun, 

Sarjana 

Hukum, 

Magister 

Kenotariatan

, 2 tahun 

magang.  

Syarat: 

Warga 

Malaysia, 

pengacara 

aktif, 

pengalaman 

15 tahun.  

 
 
 

Indonesia: 

Syarat lebih 

ketat secara 

pendidikan. 

Malaysia: 

Fokus pada 

pengalaman 

praktik 

hukum. 

Keduanya 

mensyaratka

n 

profesionalis

me tinggi 

untuk 

pengangkata

n. 

Indonesia: 

Memastikan 

keahlian 

hukum 

mendalam. 

Malaysia: 

Mementingk

an 

pengalaman 

lapangan. 

Indonesia: 

Proses lebih 

lama. 

Malaysia: 

Kurang 

mencakup 

pengaturan 

pendidikan 

formal. 

Diatur 

dalam Pasal 

2 UUJN. 

Diatur 

dalam 

Notaries 

Public Act 

1959 

(Revised-

1973). 

Pengawasan Majelis 

Pengawas 

Notaris 

(MPN) 

dalam 3 

tingkat: 

MPD, 

MPW, MPP.  
 

Attorney 

General’s 

Chambers 

(AGC). 

Semua 

pengawasan 

terpusat.  

 
 

Indonesia: 

Sistem 

pengawasan 

berjenjang. 

Malaysia: 

Pengawasan 

terpusat. 

Keduanya 

memiliki 

lembaga 

resmi untuk 

pengawasan 

notaris. 

Indonesia: 

Sistem 

terstruktur 

dan jelas. 

Malaysia: 

Proses 

pengawasan 

lebih cepat. 

Indonesia: 

Proses 

pengawasan 

lambat. 

Malaysia: 

Risiko 

overload 

pada AGC. 

Diatur 

dalam Pasal 

67 UUJN. 

Diatur 

dalam 

Notaries 

Public Act 

1959 

(Revised-

1973). 

Masa Jabatan Batas usia 

pensiun 70 

tahun, sesuai 

Putusan MK 

No. 

84/PUU-

XXII/2024. 

Tidak ada 

batas usia 

pensiun. 

Pensiun 

bersifat 

sukarela. 

Indonesia: 

Ada batas 

usia 

pensiun. 

Malaysia: 

Fleksibilitas 

masa 

jabatan. 

Keduanya 

menghargai 

kemampuan 

fisik dan 

mental 

individu 

untuk 

bekerja. 

Indonesia: 

Ada standar 

akhir 

jabatan. 

Malaysia: 

Kebebasan 

bagi notaris 

menentukan 

pensiun. 

Indonesia: 

Potensi 

kehilangan 

ahli 

berpengalam

an lebih 

awal. 

Malaysia: 

Risiko 

layanan 

menurun 

pada usia 

lanjut. 
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2. Perbandingan tugas serta kewenangan notaris/PPAT di Indonesia dan 

Malaysia terkait transaksi properti serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Variable Indonesia Malaysia Perbedaan Persamaan Kelebihan Kekurangan 

Sistem 

Hukum 
Civil Law Common 

Law 

Indonesia 

menganut 

Civil Law, 

sementara 

Malaysia 

menganut 

Common 

Law. 

Sama-sama 

mengatur 

peran notaris 

dalam 

memberikan 

kepastian 

hukum. 

Indonesia: 

Sistem Civil 

Law 

memberikan 

struktur 

hukum yang 
komprehensif 

Indonesia: 

Kurang 

fleksibel 

dalam 

pengesahan 

dokumen 

internasional 

Dasar Hukum Indonesia: Pasal 1868 KUHPerdata, UUJN Pasal 15. 

Malaysia: Law of Malaysia, National Land Code 1965. 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Tradisi hukum, adaptasi sistem hukum kolonial (Belanda 

di Indonesia, Inggris di Malaysia). 

Kewenangan 

Utama 

Membuat 

akta 

autentik, 

termasuk 

Akta Jual 

Beli (AJB), 

dan 

mendaftarka

n pengalihan 

hak atas 

tanah ke 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

(BPN). 

Mengesahka

n dokumen, 

sumpah, dan 

legalisasi 

untuk 

dokumen 

internasional

. 

Notaris di 

Indonesia 

dapat 

membuat 

akta 

autentik. 

Notary 

Public di 

Malaysia 

lebih fokus 

pada 

pengesahan 

dokumen. 

Sama-sama 

memberikan 

layanan 

hukum 

terkait 

properti. 

Indonesia: 

Akta 

autentik 

menjamin 

kepastian 

hukum yang 

kuat dan sah 

di 

pengadilan. 

Malaysia: 

Terbatas 

pada 

legalisasi 

dokumen 

tanpa 

pembuatan 

akta 

autentik. 

Dasar Hukum Indonesia: UU No. 30 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2014 

Pasal 15.  

Malaysia: Notaries Public Act 1959 (Revised-1973) Act 

115 (Incorporating all amendments up to 1 January 2006), 

Pasal 4 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Regulasi nasional dan kebutuhan pasar properti lokal. 
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Persyaratan 

Jabatan 
Diangkat 

oleh Menteri 

Hukum dan 

HAM, harus 

memiliki 

kualifikasi 

pendidikan 

hukum dan 

sertifikasi 

sebagai 

notaris. 

 

 

 

 

Diangkat 

oleh 

Attorney 

General’s 

Chambers 

(AGC), 

harus 

menjadi 

pengacara 

terdaftar dan 

memenuhi 

persyaratan 

administrasi 

tambahan. 

Proses 

pengangkata

n di 

Indonesia 

dilakukan 

oleh Menteri 

Hukum dan 

HAM, 

sedangkan 

di Malaysia 

oleh AGC. 

Memerlukan 

pengangkata

n resmi oleh 

otoritas 

negara. 

Indonesia: 

Proses 

pengangkata

n lebih 

inklusif 

dengan 

syarat yang 

ketat. 

Malaysia: 

Persyaratan 

membatasi 

jumlah 

notary 

public yang 

diangkat. 

Dasar Hukum Indonesia: UUJN Pasal 1(1), 

Malaysia: Notaries Public Act 1959 (Revised-1973) Act 

115 (Incorporating all amendments up to 1 January 2006), 

Pasal 4 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Sistem pendidikan hukum dan struktur birokrasi masing-

masing negara. 

Tanggung 

Jawab 
Verifikasi 

dokumen, 

memastikan 

legalitas 

transaksi, 

pendaftaran 

pengalihan 

hak atas 

tanah, dan 

penyelesaian 

sengketa. 

Verifikasi 

dokumen, 

pengesahan 

tanda 

tangan, dan 

legalisasi 

dokumen 

untuk 

kepentingan 

internasional

. 

Indonesia 

memiliki 

tanggung 

jawab 

tambahan 

dalam 

penyelesaian 

sengketa dan 

pendaftaran 

tanah. 

Sama-sama 

berperan 

dalam 

memverifika

si dokumen 

transaksi 

properti. 

Indonesia: 

Memberikan 

perlindunga

n hukum 

yang lebih 

lengkap 

melalui 

pembuatan 

akta 

autentik. 

Malaysia: 

Fokus pada 

dokumen 

internasional 

tanpa 

melibatkan 

sengketa 

lokal. 

Dasar Hukum Indonesia: UU No. 5 Tahun 1960, UUJN Pasal 15, 

Malaysia: Notaries Public Act 1959 (Revised-1973) Act 

115 (Incorporating all amendments up to 1 January 2006), 

Pasal 4 (2). 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Kebutuhan administratif dan kepastian hukum dalam 

transaksi properti. 
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Batasan 

Kewenangan 
Terbatas 

pada 

wilayah 

yurisdiksi 

tempat 

kedudukan 

notaris dan 

hanya untuk 

pihak yang 

sah menurut 

hukum. 

Tidak dapat 

menangani 

dokumen 

yang 

berhubungan 

dengan 

sengketa 

dalam 

pengadilan 

Malaysia. 

Notaris di 

Indonesia 

memiliki 

batasan 

wilayah, 

sedangkan 

di Malaysia 

batasan 

lebih ke arah 

keterlibatan 

dalam 

sengketa. 

 

Sama-sama 

harus 

bekerja 

sesuai 

dengan 

batasan 

hukum dan 

yurisdiksi 

masing-

masing. 

Indonesia: 

Mengurangi 

konflik 

jurisdiksi 

dengan 

otoritas lain 

dalam 

wilayah 

hukum 

tertentu. 

Malaysia: 

Tidak 

memiliki 

kewenangan 

untuk 

sengketa 

lintas 

yurisdiksi di 

negara lain. 

Dasar Hukum Indonesia: UUJN Pasal 19,  

Malaysia: Notaries Public Act 1959 (Revised-1973) Act 

115 (Incorporating all amendments up to 1 January 2006), 

Pasal 4 (1). 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Regulasi dan pembagian kewenangan antarinstansi 

pemerintah. 

Legalitas 

Dokumen 

Internasional 

Tidak secara 

langsung 

menangani 

legalisasi 

dokumen 

internasional

. 

Memiliki 

kewenangan 

untuk 

melegalisasi 

dokumen 

untuk 

kepentingan 

luar negeri. 

Notary 

Public di 

Malaysia 

lebih 

berorientasi 

internasional 

dibandingka

n notaris di 

Indonesia. 

Sama-sama 

bertujuan 

memberikan 

kepastian 

hukum bagi 

dokumen 

yang 

dihasilkan. 

Malaysia: 

Memenuhi 

kebutuhan 

dokumen 

internasional 

dengan 

validasi 

yang diakui 

secara 

global. 

 

Malaysia: 

Tidak 

mencakup 

pembuatan 

dokumen 

autentik 

yang 

kompleks. 

Dasar Hukum Indonesia: BW KUHPerdata Internasional Pasal 1939. 

Malaysia: Notaries Public Act 1959 (Revised-1973) Act 

115 (Incorporating all amendments up to 1 January 2006), 

Pasal 4(2). 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Adanya kebutuhan hukum internasional dalam transaksi 

lintas negara. 
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B. Saran 

Setelah membaca dan meneliti serta menganalisis permasalahan di atas 

maka penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Indonesia dapat meningkatkan fleksibilitas dengan memperluas 

kewenangan notaris untuk menangani dokumen internasional melalui 

pelatihan dan kebijakan adaptif. Malaysia, sebaliknya, dapat 

mempertimbangkan batas usia pensiun untuk menjaga kualitas 

layanan. Pembentukan standar regional ASEAN juga penting untuk 

harmonisasi aturan kenotariatan, pelatihan bersama, dan sertifikasi 

internasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat 

memperkuat pengawasan, dengan Indonesia mempercepat evaluasi 

MPN dan Malaysia membentuk struktur pengawasan tambahan untuk 

mendukung AGC. Kolaborasi melalui studi banding dan forum 

regional akan memperkuat peran notaris dalam menghadapi tantangan 

global. 

2. Digitalisasi pengawasan di bawah Majelis Pengawas Notaris perlu 

dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko 

sengketa. Malaysia perlu memperluas kewenangan notary public untuk 

mencakup pembuatan akta autentik guna memperkuat perlindungan 

hukum dalam transaksi domestik. Pemanfaatan teknologi juga harus 

ditingkatkan untuk mendukung pengawasan melalui Attorney 

General's Chambers. Kolaborasi regional ASEAN menjadi langkah 

strategis untuk harmonisasi aturan kenotariatan, seperti pelatihan 
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bersama dan sertifikasi regional. Forum lintas negara dapat 

dimanfaatkan untuk berbagi praktik terbaik, meningkatkan integrasi 

hukum, dan memperkuat hubungan bilateral. Pemanfaatan teknologi 

digital harus menjadi prioritas di kedua negara untuk transparansi dan 

efisiensi administrasi. Malaysia dapat menetapkan batas usia pensiun 

untuk menjaga kualitas layanan, sementara Indonesia dapat 

memberikan fleksibilitas bagi notaris senior yang memenuhi kriteria 

tertentu. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan sistem 

kenotariatan yang lebih modern, responsif, dan adaptif terhadap 

tantangan global. 
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